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KEPUTUSAN PRESIDEN REPUDLIK INDONESIA
NOMOR 6] TAHUN 1988

TENTANG
LEMBAGA PEMBIAYAAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

Al

bahwa dalam rangka menunjang periumbuhan ekenomi maka sarana
penyediaan dana yang dibutuhkan masyarakai perlu lebih diperluas

sehingga peranannya sebagai sumber dana pembangunzn makin-me-
ningkat :

b. bahbwa untuk maksud tersebut peranan Lembaga Pemnbiayaan sebagai
salah satu sumber pembiayaan pembangunan perlu tebih ditingkatkan;
_¢. bahwa bérhubung dengan itu, dipandang perlu uniuk mene'tapkan keten-
tuan tentang Lembuga Fembiayaan datam Keputusan Presidén;
Mengingat :
1. Pasal 4 aya1 (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Kitab Undangundang Hlukum Perdata (Staatsblad [847 Nomor 23):
3.

Kiab Uiadang-undang Hukum Dagang (Stamsblad 1847 Nomor 23)
sebagaimana telah beberspa Kali diubal, terakhir dengan Undang-undang

Nomor 4 Tahun 197) {Lembaran Negara Tahun 197 Nemor 20, Tam-
bahan Lembaran Negara Nomor 29593,

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkope-

rasian (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 23, Tambahan Lembaga
Negara nomor 2832);

H .
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan

{Ltmbaran Negara Tahin 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2842);

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1988 tentang
Lembaga Pembiayaan.

>



Perpustakaan Unik
dipunakan uleh Fenyew s Guing Usaha sclama jangka wakto teriento ber- -

dasarkan pembayvaran secara barkala.

10, Perusahaan Perdagsugzan Surat Berharga (Securities Company) adalah
badan usaha vang melakukan usaha pembiayaan dalam benwk perda-
gangan sural berharga,

11. Perusahaan Modal Venwra (Venwre Capial Compan)') adalah badan usa-
ha yang mefakukan usaha pembiayaan dn}am benwk penyartaan modal
ke datan suats Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaun (Investee
Company) unnuk jangka wakw tertenio;

. Surat Sanggup Bayar (Promissory Notwe) adalah suiat pl.nwn aall Kesuny-

gupan tanpa sysral untuk membayar sejumiah uang terenis kepads
piliak yang teeeantum dakany surat tersebul atau kepada penggantinya,

BAB 1]

BIDANG USAHA DAN
& PENDIRIAN LEMBAGA PEMBLAYAAN
Puxgl 2
(1) Lembaza Pembiayaan melakukan kegiatan vang meliputi sniara lain
bidang usaha :
a.  SewaQuna Usaha,
Modal Yentura;
Perdapangan Surat Berharga:
Anjak Piutang
Usaha Kartu Kredit;
{. Pembiayaan Konsumen,
(2) Ketentuan lebih lanjut tentang persyaralan dan tata cara pendirian
peruszhaan, serta kegiatan dalam bidang-bidang usaha sebagaimana
dimaksud dalam.ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri,

PN o

Pasal 3
(n Kegi'a(an schagaimana dimaksud dalam Pasa) 2 ovar (1) dapat dilakukan '
oleh : !
a. Bapk; !

b | randapn Keuanegan Rukan Bank.
CI BT, PR | marnke b, e
(2} Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dulam ayw (1) hural ¢
berbentuk Persoran Terbatas atau K operasi. ;

957




BAL Y Perpustakaan Unik

KETENTUAN PERALIAN
Pasa! 7 )
-Dengan diteizpkannya Keputusan Presiden ini. Bank, Lembaga Keuangan
Bukan Bunk, dun Perusahaan Pembiayaun yang 1elah memperoleh izin usala
duari Menteri wisu telah melaksanakan Keyiztan wsaly pembiayain ap
dapat inelanjutkan kegiatannya dengan mengadakan penyesuaian terhadap
ketentuaun vang ditetapkan oleh Menter.

BAB ¥I
KETENTUAN PENUTUP
* Pasal 8

Pongan dieiaplanns g Bepomaan Messlen o avala peatunan aaengsnal
Sewa Guna Usaha vang tefaly ady. dinyatakan 1idak berlaku.

Pasal 9
I, Keputusan Presiden ini mulai beilaku pada vanggal diundangkan,

Agar sctiap orung mengelahuinya. memeriniabkan pengundangan,

Kepuiusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia,

" Ditetapkan diJakarta
pada tanggal 20 Desember 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
. ud.
Diundangkan di Jakaria
pada tanggal 20 Desember 1988 SOEHARTO

MENTERI/SEKRETARIS NEGCARA
REPUBLIK INDONESIA

1.

MOERDIQONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1988 NOMOR 53

x 959
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1943 PER/KF.}' MENTERI

Agor scliap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini depgan menempatkannys
dalam Berita Negara Republik Indonesia,

Ditctapkan dijakaria
Pada tangpal 20 desember 11938
MENTERI KEUANGAN
tid
J.B. SUMARLIN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLH{ IN'DONESIA
NOMOR: 1251/KMK.013/1988
TENTANG
ECETENI'UAN DANTATA CARA PELAKSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN

MENTERIKEUANGAN REPUBLIK TNDONESIA,

Menimbang:

a.
k.

C.

hahwa p-engclolnn sumber pembiayaan pembangunan aleh Lembags Pembiaynan perlu diarahkan
untuk dapat lebih menunjang pertumbuhnan dan stabilitas ckonomi;

bahwa Lembaga Pembiayaan scbagai salah satu bentuk uaaha dlbldnnglembagn keuangan wempunyai
petanan penting dalam pengelolaan sumber perabiayaan pembrngunan;

bahwa berhubung dengan itu drpandang perle untuk menctapkan Ketentuan dan Tats Clara Pelak-
sahaan Lembaga Pembiayaon dalam Keputusan Menteri Keuangan.

Mcn@ngnt

il -

. Undang-undang Nemor 12 Tahan 1887 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian {Lembaran Negara Tahun
1967 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 2832});

Kepuiusan Preeiden Nomor 44 dan 45 tahun 1574 juncto Keputusan Presiden Nomor 57 tahun 1980
tentang Pokok-Pokok Organizad Departemen;

Keputuaan Presiden Nomor 64/M tahun 1988, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V3
Keputvaan Presiden Nomor 61 tahun 1988, teatang Lembaga Pembiayasn;

Surat Keputusan Menteri Kevangan Nomor Kep-38/MK/IY/1/1972 tentang Lembags:- Ke -ngan yang
telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomer 562/@(1(.011!1982

MEMUTUSKAN

Manetapkan:

KEPUTUSAN.MENTERI KEUANGAN REPURLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN DAN TATA
CARA PELAXSANAAN LEMBAGA PEMBIAYAAN.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Paanl 1
Yang dimaksud dalam Keputusan ini déngan:
a. Menteri adalah Menteri Keuangan; 5

b,

c.

Lembega Penbiaysan ndalsh badan usahs yang melakukan kegiaten pembiaysan dnlam bentulk
penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menank dana gecara langsung dari masyerakat;
Perusahaan Pembiaysan adalah badzan usshe yang didinikan khusus untuk melakukan kegistanyang
termasuk dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan;

Pervsshaan Sewa Guue Ussha (Lessing Company) adalah badan usoha yang melakukan kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan bnrang model baik secarn Finanee Lease maupun Operating
Lense untuk digunakan eleb Penyewa Guna Usalia selnma janghs waktu terientu berdasnckan pem-
bayaran sccara berkala;

Finance Lease adalah kegiatan Sewa Guna Usaha dimans Penyews Guna Usaha pade akhir masa
kontrak mempunyni hak opei untuk membeli objek sewn gunn usaha berdasarkan niini siza yang
disepokatibersama;

Opcrntmg Lease udalnh kegiatan Sewa Guna Ussha dimana Penyewa Guna Ussha tidak mempunyai

hak opei untuk membeli objek aewa guna usaha:

Penyewa Guna usaha {Lease) adalah pcruuahnan alau perorangsn yang menggunakan barang modal

dengan pembiayaan dari pihak perusahaan Sewa Guna Usaha (Lessor);

Perusahaan Medal ventura (Ventura Capital Company) adalah bndan usaha yang melakukan kegiatan®
pembiayaan dalam benluk penyertaan modnt kedalam sualu perusshaan pasangan usaha {inveatae -
sompany)untuk jangka waktu Lertentuy;

Perusahaan pasangan usaha adalah perusnhann yang memperolech pembiayaan dalam Leniuk penyer-
taan modal dari perusnhaan modal vanlura;

Divertaai adalah tindnknn pennrikan kemhnh penyertann modal yang dilnkukan oleh perusahaan medol
venture dari perusahann pasangan usnhanya;

Parusahasn perdsgangun surat berhargn (Securitivs campany) ndalnh bndan usaha ynng melakukan
Wogintan perdagangan sumnt berharga.
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PER/KEP MENTERI , LD44

. Pecrusahaan Anjak Piutang (Facloring Company) udalah badan wesha yang melakukan kegiatan pem-

biaynan dalam bentuk pembelian dan ataw pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangks
pendek suatu perusahaan dan traossksi perdagangan dalam atau luar negeri;

. Pcrqunl plutang (Klien} adalah perusahann ynny inenjual dan nthu mengalihkan piutang stsu Lagl]u.n—
nya yang timbul dari transaksi nordagangan kepinda perusshann Anjak Piutang;

n. Perusahaan Kartu Kredit (Credit Card Company) adalah badon usaho yang melokukan kegistan
pembiayasn untuk membeli barangdan jusa dengan menggunakan kartu kredit;

Pemegang kortu kredit adalah nasabsh yang mendapat pembinyaan dar pcruaahnan kartu kredit;

p. Perusahasn pembinyann kensumen {Consumers Finance Company) adalah badan usaha yang
melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadann barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengza
siatim pembayaran angsuran atauberkala olch konsumen;

q. Lz[m Usazha adalah izin untuk melakukan kegintan usaha dibdidang pembiaysan yang deeankan oleh
enteri.

r. Surat sanggup bayar (promissory oote) adalah surat pernystaan kesanggupnn tanpa syarat untak
membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak vang Lercuntum dalam surat tersebut atau kepads
peaggentinya,

BAB II
BIDANG USAHA
; " Fasal 2

Lembaga Pembinyasn melakukesn kegiatan yang meliputi bidang vsaha:

a. Sewa Guna Usahn;

. Modal Ventura;

e. Perdagangan Surnt Berharga;

d, Ary'ak Piutang;

c. Usaha Kartu Kredit;

. Pembiayaan Konsumen.

Pasal 3

(1) Kegiatan Sewa Guna Usahs dilokukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi Penyewn Guna
Ussaha, baik dengan maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang tersebut.
{2) Dalam kegiatan scbagaimana dimeksud dalam eyat (1), pengadaan barang modal dapatjuga dilakukan
dengan cara membeli barang milik Penyews Guna Usaha vang kemudian disewa gunakan kermbeli.
(3) Scpanjang perjanjian sewa guna usaha masih berlaky, hak milik atas barang modal objek tramsaksi
sewa guna usaha berada pada perusahsan sewa guna usaha,
Pusal ¢

(1) Kegiatan Modal Ventura dilakukan dalam bertuk penyertaan modal kedalam suate perusahpan
nasangan wsaha untuk:

a, pengembangan auatu pencimuan baru;

b. pengembangen perusahaanyang pada tahap swal usphanya mengalami kesulitan dana;
¢. membantu perusahaan yangberada padatehap pengembangan;

d. membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha;

e. pengembangan proyck penelitinn dsn rekayunsa;

. pengembnngan pelbagai penggunaan tekneologi baru, dan alih Leknolegi baik dnd dalam manpur
luar negeri;

g. memtantu pengnlihan pemilikan perusahnan.

(2) Penyertaan modal dalam sclisp Pernsahoan 'asangan Usaha bersifat sementara dan tidak balek
melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

(3) Penarikan kembnli penyertnan modal (divestasi) oleh Perusahaan Modal Yentura dalam scgala ber-
tuknya, dilnporkan kepnda Menteri selambat-lambatnya 3 (Rigne bulan setelah dilaksanakan.
Pasal b
Perusahnan Perdagangan Sural Berharga melakukan kepatan sehagai perantara dan perdagangan surat
Lerhargn.
Pasal 6
Kegiatan Anjak Piutang dilakukan dalnm bentuk:

n. pcmbchnn ntnu pengalihan piulang/tagihan jangka pendek dari transnksi perdapangan d.tlnm atauluar
negeri;

ls. penatnusahaan penjualan kredit sera penagihan pivtane perusahanan klien.

Pasal 7
Keginlan Kartu Kredil dilakukan dalum bentuk penerbitan kartu kredil yang dapat dimanfaatkan oleh
pemegangnya untuk pembayarnn pengndaan barang atau jasa,

Pasal B
Kegrinlnn Pembinynnn Konmoen didakokan dadam bentuk penyedaaan dann huyn kensumen untuk pem-
helinn barnng yang pembayacngs dilsbukoan seeszn an, <an ataa berkala oleh kopsumen

-
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1945 PEIVKEDP MENTERI
BAR LI
TATA CARA PENDIRIAN DAN PERIZINAN
Daanl 9

(1) Lembaga Pembiaynan dapal dﬂnkukun oleh:

a. DBank;
b. Lcrnbaga Keuangan Bukan Bank;
c. Perusshnan Pembinynan.

{2) Perusahanan pembinynnn sebogrimana dimaksud dulum aynt (1} hurufc berbenluk Peracronn Terbatas
atau Koperasi;

{3) Sahrm Porusshsan Pembinyaan yang burbentuk Perveroan Terbatas dapal dimiliki oleh:
a. Warga Negara Indanesin dan atan Badan Hukum Indonesin;

b. BndanUsaha Asing dan Warga Negars Indonesis ntau Badan Hukum Indonesis {Usnha Pnl.ungan)
(4) Pemilikan snhiam oloh Dadnn Usahe Asing sebagnimana dimaksud dalam ayat (3} hurufl b ditentukan
sebesnr-beanrnya 85% (delnpaa puluh lima per aerntus) dari Meda) Disctor.
Pasgal 10

{1} Untuk melakukan usnha lembagn pembiayann, perusnhaan scbagaimana dimnksud dalam pasal 9
ayat (1) hurul ¢ wajib memperoleh [zin Usahn davi Menteri.

(2) Bank dan Lemboga Keuangeo Bukan Bank untuk dapat menjalenkan usaha di bidang Sewa Guna
Usaha dan Modal Ventura wajib membentuk Perusahaan Pembinyaan.

{3) Bank dan Lembaga Keuvangan Bukana Bank untuk dapat menjalankan usaha di bidang Perdagangan
Surat Rerharga wajib memperoleh izin dar Menteni.

(4) Bank dan Lembaga Kedlangan Bukan Bank yang menjalankan usahn dibidang Anjak Piutang, Usaha
Kartu Kredit dan Pembiayann Konsumen wajib melaporkan usahanyn kepade Menteri.
Pasal 11

(1 Perusahann srbagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayst (1) dapat melakuken lebih dari satu kegiatan
pembiayaan.

(2) Perusahaan Pembiayaan sebngﬁlmnna dimaksud dalam pasal 9 ayal (1) huruf ¢ wajib sccara jelas
mencantumknndalam unggnrar! dasarmya kegintan pembiayaan yang dilnkukannya.

Pasal 12
{1) Jumlah Medal Disctor atau Simpanan Pokok dan Simpenan Wajib bngi Perusahaan Pembiayaan yang
melakukan salah satu dari kegistan Sewa Guna Usnha dan Modal Ventura ditetapkan sebagai berdeut:
8. PerusahaanSwasta Nasional sckurang-kurangnya sebegar Rp. 3.000.000.000,- (liga milyarrupiah};

b. Perusahaan Pelungan Indonesin dan Asing sckurang-kurangnyn sebesar Rp. 10.000.000.000,-
(scpuluh milyar rupiah);

c. Koperasisckurang-kurangnya sebesar Rp. 3.060.000.600 - {tign milyar rupiah).

(2} Jumlah Medal Disetor atau Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib bogi Perusahnan Pembiayaan yang
melakuken salah salu dari kegiatan Anjak Pivtang, Usaha Kartu Kredil, Pembmyaan Konsumen dan
Perdagengan Surat Berharga ditetapkan sebagei berikut:

n. PerusahannSwasla Nasionalsekurang-kurangnyn sebesar Rp, 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

b. Perusahaan Patungan Indoncsin dan Asing sckurang-kurangnyn schbesar Rp. 8.000.000.000,-
(delapan milyar rupiah);

¢. Koperasi stkurang-kurangnya sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiahl};

(3} Dalam hal Perusahaan Pembiayaan melakukan lebih dari satu kegiatan pembiayaan, jumlah Modal
Disetor atau Simpanan Pokek dan Simpanan Wajib ditetapkan sebagai berikut:

a, PerusshaanSwasta Nasional sekurang-kurangnya sebesar Rp.5.000.000.000,- {lima milyar rupiah};

b. Perusahaan Patungan Indenesin dan Asing sekurang-kurangnya sehesar Rp,15.000.000.000,- (lima
belas milyar rupiah};

¢. Koperasi sekurang-kurangnya sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupmh}

- Pasnl 13 '

{1) Untuk memperoleh lzin Usnhe sebogaimana dimnksud dalam pusul 10 ayat (1) permuhnnnn diajukan
kepnda Menten dengan melampirkan:

n. Akte Pendirion Perusshaan Pembiayaan yang telah disyahkan menurut ketentuan perundang-un-
dangan yang berlaku;

o. Dukti pelunasan modal disetor untuk Perseraan Terhnl.a- atau Simpanan Pokek dan Simpanan
Wajib untuk Koperasi, pada salah satu hank di Indonesin,

c. Contsh Perjanjian Pembinyaan yang akan digunakin;

d. Daftar susunan pengurus Perusahean Pembinvann,

e. MNomeor Pokok Wajib Prjak (NPWPYperusahaan:

-f. Neraea Peinbuknan Perusnhaan Pembiavann:

g. DPeranjinn Usaha Patunpgan antara p1h1k asiag dan pihak Indunesia bagi Perusahaan Pembinyann

Patungan ynng Illd-’l]lllllll_Yd tercermin arah Indonesinnigaz dalom pemilikan snham,
12} Contah farmulir permohonan izin unnba dimakad dolam ava 41 wehidal achagnimnnn Lumpican 1
Keputusan ini.

Perpustakaan Unik
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LRl 1948

Pnanl 14
, Yomberian Izin Uaflhu sobagaimana dimakaud delam poenl 10 ayat (1) diberikan selambat-lambatn
30 (tiga puluh) hari kerja ssjak permohonan diterima secara lengkap;

(2} Izln Usaha berlaku sejak tanggal ditetapkan oleh Menteri dan berlaku selama porusahasn mas
menjalankan usahanyn;

{1) Dalam hal parrnohonan diterims tidalc aecara langkap, mnkn selambat-lambatnya dalam jangka wak

a0 {tiga puluh) hari korja diborikan Sural Pomberitahuan kepnda pamchon yang menyatakan bah»
pormohonan tidak longkap.

(4) Contoh Izin Usaha dan Surdt Pemberilohuan dimakesud dnlam ayat(1)donnyat({3) adalah sebogaima
lampiran I1.1 dnn 11,2 Kopuluean ini. . )

Pasal 15
Taorhadap pomberian 1zin Usaha tidak dikenaken biaya.
BAB IV
PEMBATASAN
Pasnl 16
(1) Perusahaan Pembiayaun dilarang rpennrik dnna seenrn langsung dar masyarnkat dnlam bentuk:
a. Giro;
b. Deponito;

¢. Tabungen;
d. Surat Sangzup Bayar (Promissary Note).

{2y Perusahaan Pambiayaan dapat menerbitkan Surat Sanggup Bayarhanyn acbagaijaminan atas hutar
kepada Bank yang menjadi krediturnya,

-

BABY
PENGAWABAN
Yoanl 17
{1) Setinp Parusshaan Pambiayann, Bank dnn Lombags Kouangan Bukan Bank yang melakukan usat
dibidang pembiayaan wajib menyampaikan laperan operasional danlnporan keuangan socora tahuns
kapada Manteri;

{2) Laporan sebagaimana dimaksud dnlam ayat{1)disampaiken salambat-lambatnya 3 (tiga)bulan setala
tahun buku perusahanan berakhir;

(2) Luperan Keuangon tahunnn yang talah disudit oloh Akuntonn Publik disnmpnikan saclambnt-lnmbotny
12 {dua balas) bulan aotalah tahun buku perusahaan berakhir;

{4) Naraca surta Iktisar Perhitungan Laba/Rugi Singka! wajib diumumkan dalam 1 {aatu} aurat kab:
harian selambal-lambatlnya 3 (Liga) bulan setelah tahun buku perusnhann berakhir.

BADR VI
SANKSI

IPnunl 18
{13 Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bnok sertn Perusahann Pembiayaan yang melakukan kegiata
pembiayaan yang bertentangan dengnn ketentuan dalam Keputusan ini dihentikan kegintannya ata
dicabul izin uashanya,
(2) Panghontian kegiatan atau pangabutan lzin Usnha sebagnimana dimakaud dalam ayat (1) dilakuka
setelah:
.

diberikan peringatan accara tertulis kepadna yang tersongkutan aebnnyak 3{tiga) kali berturut-tury
dengan tenggang waktu 1 {salu) bulan;

b. dilakukan pembekuan kagiatan atau [zin Usaha vntuk jangke waktu & {enam) bulan sejak perir
gatan tarakhir, . :
(3) Apabila sebelum beralkhirnya masa pernbakuan aebagsimana dimakaud dalam ayat 2 huruf b tela
dilakukan perbaikan, maka kegiatan atau Izin Usaha diberlakuken kembali; .
{4) Apabila sampal dengan berakhirnya mese pambekuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf
tidak Juga dilakuknn perbnikan, kegiatnn dihantikan atau Izin Usahia dicabut,
{6) Contoh penghentian kegiatan dan pancabutan Izin Uaahe, peringatan, pombekuan dan pembariakua:

%ambali kegiatan dan Izin Usaha adalsh aebagaimana Lampiran ITL1, 111.2, 1113, [11.4, 111.65, T11.8 da:
111.7 Keputusan ini.

BAB VII
KETENTUAN PEPALITHAN

Pasal 19

Perusahean Pemnbiayaan, Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank yang talah memparoleh [zin Usah:
dnri Menterd atau telah melakukan kegiatan pembiayaan, tetap dapat menyelenggarakan kegiatanny:

dengan melakukan penycsuaian kepada kelentuan Keputuean ini, salambat-lambatnyo dalam jangk:
waktu 2 {(dua) tahun sejok tanggal panetapan Keputusan ini.
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' BAB IX

KETENTUANPENUTUP
| ' Pasal 20
.{ap\.‘ttuuun ini mulal berlaku pada tnnggul ditetapkan.

Agansetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumurman Keputusan ini dengan penempatannya
dalam Barita Negara Republik Indonesia,

Ditatapkan di Jakarta
Fada tanggal 20 Dssambar 1588
MENTERIKEUANGAN
ttd
J.B. SUMARLIN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMORI 1252/KMK,013/1988 TENTANG TATA CARA
PENDIRIAN BURSA EFEK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK IND ON'ESIA.

Menimbang:

a. bahwa dalam rangke meningkatkan poranan pesar modal untuk mengerahksan dana dari masysarakat
guna membiayaj kegiatan pembangunan, perly pandirian Bursa Efok selain di kota Jakarta;

b. bahwa berhubung dengan itu di pandang psrlu untuk menetapkan Ketentuan tentang Tata Cara
Pendirian Bursa Efek;

Mongingat:

1. IGinh Undang-Undang Bukum Dogang {Staatsblad 1847 Nomor 23) scbagaimaona telah beberapa kali

diutinls dun ditnmbnh, torakhir dengnn Undang-Undang Nomior 4 Taloan 1971 (Lemhbnrnn Negara Tahun
1971 Nomer 20, Tnmbnhun Lombarun Mugnrn Nnmnr YL

2. Urdang-undang Nomeor 16 Tahun 1862 tentang penetapan "Undang-Undang Dnrursl Tontung Burss®
{Nl.femba;;;l Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Megara Tahun 1952
omor
3. Keputusan Presiden Kepublik Indonesia Nomeor 52 Tahun 1976 tentang Pasar Modal yang telah diubah
dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik indonesia Nomor 60 Tahun 1988;
i 4, Keputussn Presidsn Rapubllk Indoneaia Nomor 44 dan 45 Tohun 1974 juncto Keputusan Presiden
: Nomar 57 Tahun 1980 tentang Pokok-Pokok Organiaani Depritamen:
| 6 Keputusan Prosiden Republik Indenesis Nomor 84/M Tahun 1988 tenteng Pembontukan Kabinet
Pembangunan'V;
6. Instrulsi Presiden Republik Indonesia Momer 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyedarhanaan dan
Pengsndalian Parizinan di Bidang Useha;
| MEMUTUSKAN
i hisneotapkan: "

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN
BLUIREA EFEK.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam keputusan ini yang dimakvud dengnn:

a. BAPEPAM adalah Badan Pelaksana Posar Modal sebagaimnnn dimnkaud dnlam Kepulukun Presiden
Republik Tndonesia Nomer 60 Tahun 1988;

b. Efok adalah soliap saham, obiigasi, ntau bukti luinnjra termaguk sertifikat atau aurst pongganti serta
bukti nementara dari, surat-surat jaminan, opui ntnu hak-hak Ininnys untuk memesan athu membeli

saham, cbligasi atan bukti penyertaan dalam modal atau pinjaman lninnya, serto selinp alat yangiazim

diltenal nobsgai efek;

Emisi adaleh sustn kegiatan menerbitkan afek untuk ditawarkan kepada muaynraknt

Emitsn edalah Badan Usaha yang menerbitkan ofek untuk ditawarken kepada masyarakat;

Pemodal adelah perorangan dan/atau lembaga yang menanarakan dananya di pasar modal;

Lambaga Penunjang adalah Penjamin Emini Efek, Wall Amanat {Truetee), Penanggung (Guaranter),

[ 'Parantara Perdagangan Efek, Pedagang efek, Biro administrasi efek, dan Perusahaan Perdagangan
Surat Bernarga;

me D

n

Anggota Bursn adnloh Pedngnng, Porantara Perdagangnn Efzk don Peruashaon Perdagangan Surat
Berherga yang melakaanakan perdagangan clek di Buraa,




Perpustakaan Unik

1847 PER/KEP MENTER!

, BABIX
. KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Keputnsan ini mulal berlnku pada tanggal ditetapkan,

Agar eatiap ocang mengetahuinys, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya
dalam derita Negara Ropublik Indonesis.

Ditatapkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Desembar 1888
MENTERI KEUANGAN
tid .
J.B, SUMARLIN -

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESTA
NOMOR: 1262/KMK.013/1988 TENTAMNG TATA CARA
PENDIRIAN BURSA EFEK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Monimbang:

&, behwa dalam rangka meningkatkan peranan pasar modal untuk mengerahkan dana dari masyarakat
guna niembiayal kegiatan pembangunan, perlu pondirian Buraa Efok aclain di kola Jakarta,

.| b bahwa barhubung dengan itu d{ psndang psrlu untuk monstzpkan Ketentusn ientang Tata Cara
il Perdirian Bursa Efek;

"} Mengingat: '
w1 h Kilal Undang-Undnng Hukum Dngang {Stantsblad 1847 Nomor 23) sebagnimana telah beberapa kali

divtinh disn ditmnbah, torakhic dungnn Undung-Undung Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun
1871 Nomor 20, Tambahan Lombaran Nognrn Numae 28545

- Urdang-undang Nomor 15 Tahun 1952 tentang penetapan “Undang-Undung Dorurat Tentung Hurna”
gAmbarnn Negara Tahun 1951 Nomor 79) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1952
onor 67);

- Keputuaan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1976 Lentang Pasar Modal yang telah diubah
dan ditambah, terakhir dengan Keputuaan Presiden Republik Indonesin Nomor 60 Tahun 1988;

. Keputuzan Prasiden Republik Indonssia Nomor 44 dan 46 Tehun 1974 juncte Keputusan Presidon
Nemor 87 Tshun 1980 tentang Pokok-Pokok Organlaasi Dapartemnan;

Keputusan Presldon Rapublik Indonasia Nemer 84/M Tahun 1988 tontang Pembentukan HKablinst
Pambargunan V;

. Instruks{ Presiden Rapublik Indoneaia Nemor 5 Tahun 1984 tentang Pedaman Penysderhanaan dan
Pangundaiian Parizinan di Bidang Usaha;

MEMUTUBKAN
Menstapken:

KEPUTUSAN MENTER] KEUANGAN REPUBLIK INDONES]IA TENTANG TATA CARA PENDIRIAN
BURSA EFEXK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
| Pasal 1
Dalsm keputusan ini yang dimaksud dengnn:

m

». BAFEPAM adalah Badan Pelaksana Posar Modal sebogaimonn dimuksud dotam Kopulunsn Prosiden
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1988;
b.

Efek adalah sotinp saham, oblignsi, atau bukti lainnya termasuk aertifikat ata*1 aurat pengganti serta
bukli sementara dari, surat-surat jaminan, opei ntou hak-hak ininnys unluk memeann atau membeli
saham, obligasi atau bukti penyertaan dalam modal stau pinjaman Ininnya, serta actinp alat yangiazim
dikenal sebagai efek;

Emisl adnlah suatu kegiatan menerbitkan efok untuk ditawarkan kepnda maayarakat;

Emiten adalah Bedan JJsaha yang monarbitkan efek untuk ditswarkan kopada maayarakat;

Pemodal adalah perorangan dan/atau lembags vang menanamkan dananya di praar medal;

Larabaga Penunjang adalah Penjamin Emiai Bfek, Wali Amanat (Trustee), Penanggung {Guarantor),

Parantara Perdagangan Efek, Pedegang efak, Biro administrasi efek, dan Peruashaan Perdagangan
Sural Rerharga;

Eal -V

Anggoin Buran ndnlah Pedngong, Porantars Perdegangan Efck don Peruanhann Perdagangan Surat
Berhorga yang melakeanakan perdagnngan efek di Buraa,

e
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AKTA PERJANJIAN PENYERTAAN MODAL VENTURA

Pada hari ini tanggal..oiieiieeiniane bulan..............s tahum. .......
bertempat di Kantor Notaris RM. Sutomo Suprapto, SH di Semarang, telah hadir
para pihak yang saya Notaris kenal dengan disaksikan olch dua orang saksi
sebagaimana tersebut dalam akhir surat perjanjian ini. |
Nama
Alamat
Jabatan
Selanjutnya discbut.dengan Perusahaan Modal Ventura
Nama
Alamat
Jabatan

Selanjutnya disebut Perusahaan Pasangan Usaha

Perusahaan modal ventura sepakat uniok mengadakan perjanjian penyertaan

modal ventura dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Perusahaan modal ventura sepakat untuk menyertakan modalnya kepada pihak
kedua sebesar Rp
........................ (et e e et en)

dalam bentuk saham.



Pasal 2 -
Perusahaan pasangan usaha sepakat untuk menerima penyertaan modal ventura

dari Pihak Pertama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1

Pasal 3
Penyertaan modal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 berlaku unfuk jangka
waktu 5 (lima) tahun dan berlalm efekif sgjak tanggal........ bulan ......... tahun
.......... Sampai dengan tanggal ............ bulan .......... tahun ........

Pasal 4

Penyertaan modal ventura sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 hanya
diperuntukkan bagi pengembangan usaha di bidang .........c.ceeeen oleh

perusahaan pasangan usaha.

BABII

HAK DAN KIT'WAJIBAN PARA PIFHAK
Pasal 5

Pcrusahaan modal ventura bc'rhak untuk :

1. Mengawasi manajemen perusahaan pasangan usaha

2. Membeli saham-saliam lama dari perusahaan pasangan usaha

3. Meningkatkan modal dasar atau modal yang ditempatkan untuk dibeli atau
disctor sebagai investor baru

4, mengangkat pejabat Direksi dan atau Komisaris perusahaan pasangan usaha

5. melakukan kegiatan jual beli saham perusahaan pasangan usaha

Pasal 6

Perusahaan modal ventura berkewajiban untuk :

1. Memberikan modal investasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan kepada
perusahaan pasangan usaha

2. Mengetalni manajemen perusaliaan pasangan usaha

Perpustakaan Unik
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. Pasal 7
Perusahaan pasangan usaha berhak untuk :
1. Melakukan diversifikasi atau pengembangan usaha sesuai dengan yang telah
disepalati '
2. Mengelola secara alktif manajemen perusahaan
: Pasal 8
Perusahaan pasangan usaha berkewajiban untuk : -
1. Menerbitkan saham perusahaan
2. Menanggung hutang-hutang yang terjadi sebelum penyertaan saham
3. Bertanggung jawab atzs kerugian yang tegjad{ jika terdapat hal-hal vang

merugikan selama anggaran dasar perseroan belum disetujui

_ BABII
PERSELISTHAN-PERSELISTFIAN

Pasal 9
Apabila terjadi perselisihan selama penyertaaan modal antara perusahaan modal
ventura dengan perusahaan pasangan usaha, maka kedua belah pihak sepakat
untuk diselesaikan secara kekeluargaan '

Pasal 10
Apabila penyelesaian secara kekeluargaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 9
tidak mencapai hasil, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyerahkan
perselisihan kepada Badan Arbitrase Nasional.

Pasal 11
Kedua belah pihak berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan
keputusan Badan Arbitrase Nasional dalam hal penyelesaian perselisihan telah
diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional.



BABTV
'KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Perjanjian ini berlaku sebagai undang-undang bagi kedua belah pihak
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata.
Pasal 13
Segala sesuatu yang belum diatur dalam akta pefjanjian ini akan diatur kemudian
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akta perjanjian ini.
' Pasal 14
Perjanjian ini mulai bcrléku sejak tanggal ditandatanganinya ‘scbagaimana

disebutkan di muka perjanjian ini.

DEMIKIANLA AKTA PERJANJIAN INI
Dibuat, ditandatangani di Semarang pada hari tanggal bulan dan tahun
sebagaimana tersebut pada bagian awal kata pegjanjian ini di hadapan -------—------
Tuan ..K.... 0 SR % e g dan Nonma ....ocooovvnivenannnnenen keduanya
pegawai Kantor Motaris bertempat tinggal di Semarang, sebagai saksi-saksi
setelah akta perjanjian ini oleh saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan
saksi-saksi tersebut, serta isinya cukup dimengerti semuanya, maka segera akta ini

ditandatangant oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris

dilangsungkan dengan tanpa perubahan,

Minutanya akta perjanjian ini telah ditandatangani dengan sempurna, --=-=-~s-------

dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

Notaris Semarang

“RM. Sutomo Suprapto, SI

Perpustakaan Unik.
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